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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana persoalan penahanan 
sesudah putusan pengadilan dan bagaimana 
pula konsekuensi yuridisnya dalam praktek 
penahanan dan bagaimanakah putusan 
pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan 
hukum tetap dan putusan di luar hadirnya 
terdakwa dikaitkan dengan penahanan sesudah 
putusan pengadilan. Dengan menggunakan 
metode penelitian yuridis normatif, 
disimpulkan: 1. Penahanan sesudah putusan 
pengadilan ini, berada sepenuhnya di tangan 
hakim, statusnya sama dengan status 
penahanan guna kepentingan pemeriksaan 
seperti diatur dalam Pasal 24, 25, 26, 27 dan 29 
KUHAP, sehingga lamanya penahanan 
dipotongkan pidana/hukuman yang dijatuhkan 
pengadilan setelah putusan mempunyai 
kekuatan hukum tetap. Untuk 
konsekuensi/tanggung jawab yuridis penahanan 
tingkat sesudah putusan pengadilan ialah hakim 
pada masing-masing tingkat pemeriksaan, 
apabila penahanan terdakwa tidak sesuai 
dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, maka hakim 
yang bersangkutan dapat dikenakan 
praperadilan dang anti kerugian. 2.Pengalihan 
wewenang penahanan secara otomatis, 
seketika, sejak diajukan upaya   hukum  (  
banding,  kasasi),  Pengalihan   wewenang   
penahanan, menunggu  diterimanya  berkas  
perkara   yang  dimintakan upaya hukum,  jadi   
tidak  seketika,  bahwa     putusan  pengadilan  
dapat    dilaksanakan mengenai hukuman/ 
pidananya yang dijatuhkan, apabila tenggang 
waktu berpikir-pikir telah berakhir dan selama 
itu terdakwa atau penuntut umum mencabut 
kembali permohonan upaya hukum yang telah 
diajukan dengan akibat hukum, penahanan 
seluruhnya termasuk penahanan tingkat 
sesudah putusan pengadilan dikurangi 
pidana/hukuman yang dijatuhkan dalam amar 
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putusan pengadilan. Bila putusan pengadilan 
negeri maupun pengadilan tinggi, apabila dalam 
amarnya memerintahkan agar terdakwa 
ditahan, jaksa penuntut umum segera 
melaksanakan penahanan, apabila diminta grasi 
oleh terdakwa, tetap ditahan. 
Kata kunci: Penahanan, Terdakwa, Hakim. 
 
PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang Masalah 
Menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP: 
"Penahanan adalah penempatan tersangka atau 
terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau 
penuntut umum atau hakim dengan 
penetapannya dalam hal serat menurut cara 
yang diatur dalam undang-undang ini".3 
Bagaimanapun penahanan perlu diatur 
dengan sebaik-baiknya baik mengenai aparat 
yang berwenang melakukannya, jenis jenisnya, 
alasan-alasannya, lamanya dan 
perpanjangannya serta segala konsekuensinya. 
Sesuai dengan topik Skripsi ini, maka penulis 
ingin menyorot soal penahanan yang dilakukan 
setelah putusan pengadilan atas perintah 
pengadilan menurut KUHAP. Di sini ada dua 
kemungkinan penahanan yang dilakukan 
sesudah putusan pengadilan, yaitu (1) 
diperpanjangnya penahanan; dan (2) supaya 
segera ditahan, karena pada waktu penyidikan 
sebelumnya terdakwa belum ditahan. 
Masih dipergunakannya istilah penahanan 
setelah putusan pengadilan, disebabkan dalam 
KUHAP ada asas praduga tak bersalah sebagai 
perwujudan dari adanya perlindungan terhadap 
hak asasi/harkat dan martabat manusia yang 
menentukan bahwa seseorang yang ditangkap, 
ditahan, dituntut dan diadili, wajib dianggap 
tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan 
yang berkekuatan hukum tetap yang 
mengatakan bahwa ia bersalah. Dengan adanya 
asas ini, maka kepada terdakwa yang dijatuhi 
pidana/hukuman oleh pengadilan diberi hak 
untuk mengajukan upaya hukum untuk 
melawan putusan pengadilan yang dirasakan 
merugikan dirinya. Begitu juga bagi Jaksa 
Penuntut Umum yang mewakili kepentingan 
umum (negara/masyarakat) berhak juga 
mengajukan upaya hukum untuk melawan 
putusan pengadilan yang dirasakan kurang 
sesuai dengan rasa keadilan. Dalam hal 
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terdakwa dan/atau Penuntut Umum akan 
mengajukan upaya hukum atau tidak, yang 
harus dipertimbangkan adalah apakah 
terdakwa perlu ditahan (kalau belum ditahan), 
ataukah tetap dalam tahanan (kalau sudah 
ditahan), ataukah dibebaskan dari tahanan 
(bagi yang sudah ditahan), dan apakah cukup 
alasan untuk itu. 
Perlu diketahui bahwa tujuan perintah 
penahanan setelah putusan pengadilan adalah 
agar supaya dalam tenggang waktu sebelum 
putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, 
jangan sampai terdakwa melarikan diri guna 
menghindarkan diri dari pelaksanaan pidana 
yang dijatuhkan kepadanya, atau akan berusaha 
merusak atau menghilangkan barang bukti, 
ataupun mengulangi melakukan tindak pidana. 
Penahanan setelah putusan pengadilan ini 
berakhir setelah putusan dilaksanakan oleh 
Jaksa, atau adanya upaya hukum banding atau 
kasasi.  
Penahanan setelah putusan pengadilan, 
yaitu : 
(1) Harus memenuhi ketentuan Pasal 21 
KUHAP; 
(2) Harus dicantumkan dalam "amar" 
setiap putusan pengadilan; 
(3) Tidak dipersoalkan apakah masih ada 
sisa waktu kewenangan hakim untuk 
melakukan penahanan. 
(4) Dilakukan demi hukum, artinya kalau 
tidak ada pencantuman penahanan ini 
dalam amar putusan, maka putusan 
menjadi batal demi hukum.4 
Penahanan merupakan bentuk upaya paksa 
yang dapat mengakibatkan penderitaan yang 
paling besar kepada seseorang. Penahanan 
memiliki jangka waktu yang jauh lebih lama dari 
sekedar suatu penangkapan. Dibandingkan 
dengan upaya-upaya paksa lain, penahanan 
juga akan terasa lebih berat, sebab dengan 
dikenakannya penahanan maka seseorang 
benar-benar dihentikan kemerdekaannya. 
Karenanya, penahanan sesudah putusan 
pengadilan merupakan hal yang paling 
menonjol kaitannya dengan dua sisi pandangan 
yang berbeda, yaitu sisi perlindungan Hak Asasi 
Manusia dan sisi perlindungan terhadap hak-
hak masyarakat atas ketertiban dan keamanan. 
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B. PERUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana persoalan penahanan sesudah 
putusan pengadilan dan bagaimana pula 
konsekuensi yuridisnya dalam praktek 
penahanan ? 
2. Bagaimanakah putusan pengadilan yang 
sudah memperoleh kekuatan hukum tetap 
dan putusan di luar hadirnya terdakwa 
dikaitkan dengan penahanan sesudah 
putusan pengadilan? 
 
C. METODE PENELITIAN 
Oleh karena ruang lingkup penelitian ini 
adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka 
penelitian ini merupakan bagian dari penelitian 
hukum kepustakaan yakni dengan "cara 
meneliti bahan pustaka" atau yang dinamakan 
penelitian hukum normatif".5 
Metode dan teknik penelitian yang 
digunakan ialah Metode Penelitian Kepustakaan 
(Library Research) yakni suatu metode yang 
digunakan dengan jalan mempelajari buku 
literatur, perundang-undangan dan bahan-
bahan tertulis lainnya yang berhubungan 
dengan mated pembahasan yang digunakan 
untuk mendukung pembahasan ini. 
 
PEMBAHASAN 
A. Penahanan Sesudah Putusan Pengadilan 
Dan Konsekuensi Yuridisnya 
Penahanan sesudah putusan pengadilan ini, 
merupakan aturan khusus mengenai 
penahanan, yaitu demi kepentingan pikir-pikir, 
demi syarat sahnya suatu putusan pengadilan 
dan tanggung jawab penahanan sesudah 
putusan pengadilan ini, berada sepenuhnya di 
tangan hakim yang menjatuhkan putusan, 
artinya "Apabila memerintahkan penahanan 
terdakwa sesudah putusan pengadilan yang 
ternyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 
21 KUHAP (tentang penahanan), maka Hakim 
yang bersangkutan dapat dikenakan 
praperadilan dan atau ganti rugi kerugian (Pasal 
95 KUHAP) atau dikenakan pidana/hukuman 
menurut Pasal 133 KUHPerdata. Dengan 
demikian, penahanan terdakwa oleh hakim 
mempunyai tanggung jawab/konsekuensi 
yuridis bila hakim salah menerapkan 
prosedurnya sehingga dapat dikenakan 
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praperadilan dan atau ganti rugi, serta 
dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. 
Dalam Pasal 196 (3) KUHAP menyebutkan 
bahwa: Segera sesudah putusan pemidanaan 
diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib 
memberitahukan kepada terdakwa tentang 
segala apa yang menjadi haknya yaitu: 
a. Hak segera menerima atau segera menolak 
putusan. 
b. Hak mempelajari putusan sebelum 
menyatakan menerima atau menolak 
putusan, dalam tenggang waktu yang 
ditentukan oleh undang-undang ini. 
c. Hak meminta penangguhan pelaksanaan 
putusan dalam tenggang waktu yang 
ditentukan oleh undang-undang untuk 
dapat mengajukan grasi, dalam hal ia 
menerima putusan. 
d. Hak minta diperiksa perkaranya dalam 
tingkat banding dalam tenggang waktu yang 
ditentukan oleh undang-undang ini, dalam 
hal ini menolak putusan. 
e. Hak menuntut pernyataan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dalam tenggang 
waktu yang ditentukan oleh undang-undang 
ini. 
Apabila dilihat dalam status penahanan 
sesudah putusan pengadilan sudah sesuai 
dengan dasar-dasar hukum sebagaimana 
tersebut di atas, maka penahanan kepentingan 
pemeriksaan seperti diatur dalam Pasal 24, 25, 
26, 27, 28 dan 29 KUHAP, sehingga karenanya 
lamanya penahanan ini dipotongkan pada 
pidana/hukuman yang dijatuhkan pengadilan 
setelah putusan mempunyai kekuatan hukum 
tetap. 
Dalam KUHAP maupun penjelasan, ataupun 
peraturan-peraturan pelaksanaannya serta 
petunjuk dari pusat memang belum ada, 
apakah penahanan sesudah putusan pengadilan 
ini, masih mengenai jenis-jenis penahanan 
(rutan, rumah, kota) sebagaimana Pasal 22 dan 
23 KUHAP ataukah tidak. Artinya, perlu 
penjelasan lebih lanjut tentang masalah ini 
sehingga status terdakwa bisa diperjelas dengan 
ketentuan hukum yang ada di dalam KUHAP. 
Kalau dikatakan tidak mengenai jenis 
penahanan, berarti hanya penahanan 
rutan/rumah tahanan negara saja. Timbul 
masalah bagaimanakah bagi terdakwa yang 
selama pemeriksaan apakah berada dalam 
status penahanan rumah atau kota? Kalau 
dalam amar putusan pengadilan menetapkan 
bahwa tetap dalam tahanan, berarti tetap 
dalam status tahanan semula (rumah atau 
kota). Padahal penahanan sesudah putusan 
pengadilan ini tidak terikat dengan jangka 
waktu penahanan semula, apakah masih ada 
sisa masa penahanan, ataukah tidak, yang 
penting setiap putusan pengadilan dalam 
amarnya harus menetapkan dalam tahanan 
atau dibebaskan dari tahanan. Di sini dikatakan 
bahwa tidak diperhitungkan sisa masa tahanan 
yang berdasarkan penetapan hakim untuk 
kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan, 
ialah ditafsirkan dari butir 14 tambahan 
pedoman pelaksanaan KUHAP, yang 
menyatakan bahwa putusan memperoleh 
kekuatan hukum tetap setelah tenggang waktu 
berakhir dilampaui, tidak menjadi soal apakah 
penahanan hakim masih ada. Begitu dilampaui 
masa berpikir, maka saat itu putusan 
pengadilan dilaksanakan dan statusnya menjadi 
hukuman. Jadi jelaslah kiranya bahwa kasasi 
menjadi habis/berakhir, sejak putusan 
pengadilan dijatuhkan dan penahanan 
selanjutnya berpedoman pada butir 14 
Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. 6 
Sebaliknya kalau dikatakan mengenai jenis 
penahanan sesudah putusan pengadilan, maka 
dalam penetapannya dalam amar putusan 
pengadilan, bisa berbunyi: "memerintahkan 
agar terdakwa dikenakan penahanan rumah, 
atau dikenakan penahanan sehingga terdakwa 
yang berada dalam rutan menjadi keluar rutan, 
untuk beralih menjadi tahanan rumah atau 
tahanan kota. Yang namanya tahanan rumah 
atau kota, pengawasannya tidak seperti rutan, 
sehingga ada kemungkinan melarikan diri yang 
akibatnya menyulitkan pelaksanaan 
hukuman/pidana setelah habis masa 
penahanan ini setelah dilampauinya waktu 
berakhir. Dengan demikian, perlunya kehati-
hatian bagi hakim dalam mengeluarkan 
keputusan  dan pengawasan agar tidak terjadi 
permasalahan seperti terpidana melarikan diri 
sebelum menjalani hukuman. 
Kalau ditinjau dan segi manfaatnya, seperti 
pokok pikiran ada penahanan sesuai putusan 
pengadilan ini sama dengan masa berakhir, 
yaitu antara tujuh hari atau empat belas hari 
(tingkat sesudah putusan pengadilan negeri 
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atau pengadilan tinggi/Mahkamah Agung RI) 
tetapi sangat berharga bagi terdakwa yang 
sebelumnya ada dalam rutan, karena bisa 
bertemu sanak keluarganya. Karena itu perlu 
diadakan jenis penahanan sesuai KUHAP. 
Kalau ditinjau dari dasar hukumnya yaitu 
Pasal 197 (1)k KUHAP, 7di situ ada tiga alternatif 
yaitu memerintahkan agar terdakwa ditahan 
atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan dan 
tahanan, maka dapat ditarik kesimpulan untuk 
membebaskan dari tahanan saja boleh, apalagi 
kalau hanya mengalihkan jenis penahanan (dan 
rutan ke penahanan rumah, atau kota), 
sehingga karenanya dapat dikatakan bahwa: 
1. Penahanan tingkat sesudah putusan 
pengadilan ini aturannya sama seperti 
penahanan yang untuk kepentingan 
pemeriksaan sidang berdasarkan 
penerapan hakim (pengadilan negeri, 
pengadilan tinggi, Mahkamah Agung), 
kecuali masalah jangka waktu lamanya saja 
yang berbeda (terbatas dan tidak ada 
perpanjangan) yang akan diuraikan 
berikutnya. 
2. Penerapan penahanan pada tingkat 
sesudah putusan pengadilan ini 
sepenuhnya diserahkan kepada 
kebijaksanaan hakim yang menjatuhkan 
putusan. 
3. Lamanya penahanan tingkat sesudah 
putusan pengadilan ini dipotongkan 
terhadap pidana/hukuman yang dijatuhkan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 22 (4) 
KUHAP, juncto Pasal 33 (1) KUHPidana. 
Dalam hal tanggung jawab yuridis 
penahanan tingkat sesudah putusan 
pengadilan, seperti sama saja ialah penahanan 
tingkat sesudah putusan pengadilan, maka 
otomatis yang bertanggung jawab secara yuridis 
dalam hal ini ialah hakim pada masing-masing 
tingkat pemeriksaan, yaitu sebagai berikut : 
a. Tingkat pertama oleh hakim Pengadilan 
Negeri, dalam rangka berpikir bagi 
terdakwa dan atau penuntut umum untuk 
menerima putusan atau mengajukan 
banding atau apel/revitie (Pasal 197k, jo 
193 (2) a, b, jo 233 (2), jo 245 (1) KUHAP; 
b. Tingkat banding oleh hakim pengadilan 
tinggi, dalam rangka berpikir bagi terdakwa 
dan atau penuntut umum untuk 
                                              
7
 Lihat Pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP.. 
mengajukan kasasi (Pasal 197k, jo 193 (2)a, 
b, jo 233 (2) jo 245 (1) KUHAP; 
c. Pada semua tingkat pemeriksaan sidang 
(baik pengadilan negeri, maupun 
pengadilan tinggi, ataupun Mahkamah 
Agung) apabila terdakwa menyatakan 
"Grasi", maka sejak saat itu berubah 
statusnya menjadi Narapidana (menjalani 
pidana,'hukuman), bukan lagi penahanan 
namanya.  
 
B. Putusan Pengadilan Memperoleh Kekuatan 
Hukum Tetap Dan Putusan Di Luar Hadirnya 
Terdakwa Dalam Kaitan Penahanan 
Sesudah Putusan Pengadilan 
Dalam putusan pengadilan telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap (270 
KUHAP) tak dapat diubah lagi (16 UU. No. 7 Drt 
55), sampai dimanakah batasannya-batasannya 
ialah sampai habisnya waktu berpikir-pikir, yang 
apabila dirinci adalah sebagai berikut bahwa 
putusan pengadilan dapat dilaksanakan 
mengenai hukuman/pidananya yang 
dijatuhkan, apabila tenggang waktu berpikir-
pikir dan selama itu terdakwa atau penuntut 
umum ternyata: 
a. Tidak mengajukan permohonan upaya 
hukum, atau 
b. Terlambat mengajukan permohonan upaya 
hukum; (Pasal 234 (1) dan (2) KURAP, atau 
c. Mencabut kembali permohonan upaya 
hukum yang telah diajukan, dengan akibat 
hukum sebagai berikut: 
1. Kalau dicabut maka tidak dapat 
diajukan lagi (Pasal 235 (1) dan 247 (1) 
KUHAP. 
2. Pidana/Hukuman harus 
dilaksanakan/dieksekusi sesuai amar 
putusan pengadilan (Pasal 270 KUHAP). 
3. Penahanan seluruhnya (termasuk 
penahanan tingkat sesudah putusan 
pengadilan; dikurangkan pada 
pidana/hukuman yang dijatuhkan 
dalam amar putusan pengadilan. 
d. Pencabutan permohonan upaya hukum ini 
diperbolehkan menurut : 
- Pasal 235 (1) dan (2) KUHAP untuk 
tingkat Banding; 
- Pasal 247 (1) dan (3) KUHAP untuk 
tingkat Kasasi. 
Dalam uraian diatas dapat dilihat bahwa: 
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1. Keterlambatan mengajukan memori 
banding, tidak mengakibatkan gugurnya 
hak mengajukan upaya hukum banding; 
2. Keterlambatan mengajukan memori kasasi, 
mengakibatkan gugurnya hak mengajukan 
upaya hukum kasasi (Pasal 246 (4) dan (1) 
KUHAP; 
3. Dalam KUHAP sendiri mengenai tenggang 
waktu pengajuan memori kasasi ini ada 
beberapa pasal yang saling berkaitan satu 
sama lainnya, sehingga perlu diingat-ingat: 
- Pasal 146 (1) KUHAP mengatur: Apabila 
tenggang waktu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 245 (1) lewat tanpa 
permohonan kasasi oleh yang 
bersangkutan maka yang bersangkutan 
dianggap menerima putusan; 
- Pasal 245 (1) KUHAP, mengatur: 
Permohonan kasasi disampaikan oleh 
pemohon kepada panitera pengadilan 
yang telah memutus perkara dalam 
tingkat pertama, dalam waktu empat 
belas hari sesudah putusan pengadilan 
yang memintakan kasasi itu 
diberitahukan kepada terdakwa; Pasal 
246 (2) KUHAP, menentukan bahwa: 
Apabila dalam tenggang waktu 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
Pasal 246 KUHAP (empat betas hari), 
pemohon terlambat mengajukan 
permohonan kasasi maka hak untuk itu 
gugur. 
- Pasal 248 (1) KUHAP, menentukan: 
Pemohon kasasi wajib mengajukan 
memori kasasi yang memuat alasan 
kasasinya dalam waktu empat belas 
hari setelah mengajukan permohonan 
kasasi tersebut, harus sudah 
menyerahkannya kepada panitera yang 
untuk itu ia memberikan surat tanda 
terima. 
- Pasal 248 (4) KUHAP, menentukan: 
Apabila dalam tenggang waktu 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
pemohon terlambat menyerahkan 
memori kasasi, maka hak untuk 
mengajukan kasasi gugur. 
4. Pasal 245 (1) dan Pasal 233 (2) KUHAP, 
istilah... sesudah/setelah putusan 
pengadilan yang dimintakan kasasi itu 
diberitahukan kepada terdakwa. Hal ini 
kurang tepat, sebaiknya yang berhak 
mengajukan permohonan kasasi/banding 
selain terdakwa, adalah juga penuntut 
umum (Pasal 244/233 (1) KUHAP). 
Kalau misalnya dijatuhkan putusan di luar 
hadirnya terdakwa, sedangkan penuntut umum 
berkehendak mengajukan permohonan kasasi, 
apakah harus menunggu diterimanya 
pemberitahuan putusan oleh terdakwa? Ini 
bertentangan dengan asasi dalam KUHAP yaitu 
asas conlante justitic (cepat, sederhana dan 
biaya ringan). 
Bahwa dalam putusan in 
absentia/optegenspraak di luar hadirnya 
terdakwa, maka masa berlakunya penahanan 
dalam tingkat sesudah putusan pengadilan ini 
semenjak putusan diberitahukan kepada/bukan 




1. Penahanan sesudah putusan pengadilan ini, 
berada sepenuhnya di tangan hakim, 
statusnya sama dengan status penahanan 
guna kepentingan pemeriksaan seperti 
diatur dalam Pasal 24, 25, 26, 27 dan 29 
KUHAP, sehingga lamanya penahanan 
dipotongkan pidana/hukuman yang 
dijatuhkan pengadilan setelah putusan 
mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk 
konsekuensi/tanggung jawab yuridis 
penahanan tingkat sesudah putusan 
pengadilan ialah hakim pada masing-
masing tingkat pemeriksaan, apabila 
penahanan terdakwa tidak sesuai dengan 
ketentuan Pasal 21 KUHAP, maka hakim 
yang bersangkutan dapat dikenakan 
praperadilan dang anti kerugian. 
2. Pengalihan wewenang penahanan secara 
otomatis, seketika, sejak diajukan upaya   
hukum  (banding,  kasasi),  Pengalihan   
wewenang   penahanan, menunggu  
diterimanya  berkas  perkara   yang  
dimintakan upaya hukum,  jadi   tidak  
seketika,  bahwa     putusan  pengadilan  
dapat    dilaksanakan mengenai hukuman/ 
pidananya yang dijatuhkan, apabila 
tenggang waktu berpikir-pikir telah berakhir 
dan selama itu terdakwa atau penuntut 
umum mencabut kembali permohonan 
upaya hukum yang telah diajukan dengan 
akibat hukum, penahanan seluruhnya 
termasuk penahanan tingkat sesudah 
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putusan pengadilan dikurangi 
pidana/hukuman yang dijatuhkan dalam 
amar putusan pengadilan. Bila putusan 
pengadilan negeri maupun pengadilan 
tinggi, apabila dalam amarnya 
memerintahkan agar terdakwa ditahan, 
jaksa penuntut umum segera melaksanakan 
penahanan, apabila diminta grasi oleh 
terdakwa, tetap ditahan. 
 
B. SARAN 
Hakim dalam memutuskan/memerintahkan 
penahanan terdakwa sesudah putusan 
Pengadilan hendaknya bersikap hati-hati , 
profesional  dan sesuai dengan aturan yang 
berlaku untuk menghindari gugatan 
praperadilan dan ganti rugi dari terdakwa dan 
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